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 Tujuan Penelitian: Untuk mencari pengaruh kesadaran wajib pajak, 

pengetahuan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak 

kendaraan bermotor roda dua pada kecamatan jambi luar kota. 

Metode:Penelitian ini menggunakan jenis penelitian ex post facto. Populasi 

pada penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor roda dua yang 

tercatat pada kantor SAMSAT Muaro Jambi pada tahun 2018. Sampel pada 

penelitian ini berjumlah 100 wajib pajak yang terdaftar di kantor bersama 

SAMSAT Muaro Jambi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah purposive sampling. Pada penelitian ini menggunakan 

teknik pengumpulan data dengan kuesioner. Analisis data pada penelitian ini 

yaitu statistik deskriptif dan pengujian hipotesis. Analisis pengujian hipotesis 

digunakan menggunakan regresi linear berganda. 

Temuan Utama: Dengan pencarian melalui uji regresi linier berganda di 

peroleh hasil nilai Fhitung 11,146 > Ftabel 2,70. Dengan demikian dinyatakan 

secara bersama-sama variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak dan 

sanksi perpajakan berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. 

Berdasarkan koefisien determinasi diperoleh pengaruh secara bermasa-sama 

antar kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak dan sanksi perpajakan 

terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 25,80% dan 74,20% sisanya 

dipengaruh oleh faktor lainnya. 

Kebaruan/Keaslian dari Penelitian: Memberikan pemahaman mengenai 

pentingnya kesadaran wajib pajak. 
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1. PENDAHULUAN 

Pembangunan yang tidak merata di Indonesia terutama di daerah-daerah yang jauh dari jangkauan 

pemerintah pusat sudah menjadi suatu masalah yang dari tahun ke tahun belum bisa terselesaikan seratus persen. 

Pembangunan yang tidak merata salah satunya diakibatkan oleh kurangnya dana[1]. Adapun dana yang 

diperoleh sebagian besar untuk pembangunan yaitu dari pemungutan pajak oleh pemerintah baik pusat maupun 

daerah terhadap wajib pajak yang terutang pajak[2]. Pemungutan pajak yang dapat dipaksakan oleh fiskus 

berdasarkan ketentuan atau peraturan perpajakan.  

Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat ke sektor 

publik[3]. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi 

berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan 
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penguasaan barang dan jasa[4]. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang 

dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat[5]. Sehingga masyarakat terikat oleh pajak dari barang 

dan jasa yang dimiliki. 

Seiring dengan peningkatan kebutuhan pembangunan, dana yang dibutuhkan juga semakin meningkat. 

Salah satu sumber dana pemerintah adalah penerimaan dari sektor pajak[6]. Hampir seluruh wilayah di Indonesia 

menggali potensi pendapatan daerahnya melalui pajak daerah[7]. Oleh sebab itu pemerintah daerah harus 

berusaha keras meningkatkan sumber potensi pendapatan daerahnya. Salah satu pendapatan daerah yaitu dari 

pajak kendaraan bermotor (PKB) yang berkontribusi besar terhadap keuangan daerah[8], [9]. 

Terkait dengan pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan salah satu pajak daerah yang 

kewenangannya diserahkan kepada pemerintah provinsi. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah[10]. Yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib 

kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

undang[11]. Wajib pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung[12]. Pajak yang dibayar oleh wajib pajak 

digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua 

jenis jalan darat[13],[14]. Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya. 

Yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor 

yang bersangkutan. Termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan 

motor dan tidak melekat secara permanen. Serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.  

Kepatuhan pajak merupakan salah satu penunjang yang meningkatkan pendapatan asli daerah[15]. 

Pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak seharusnya meningkatkan pendapatan daerah, namun kenyataannya 

kendaraan yang belum membayar pajak kendaraannya yang tercatat di kantor SAMSAT Muaro Jambi cukup 

besar yang artinya masyarakat tidak patuh pajak. Kepatuhan pajak sebagai indikator masyarakat dalam 

memenuhi kewajiban perpajakan masih sangat rendah[16]. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya jumlah wajib 

pajak yang membayar pajak kendaraan bermotornya. Kepatuhan pajak itu sendiri adalah suatu sikap terhadap 

fungsi pajak berupa konstelasi dari komponen kognitif, afektif, dan konatif yang berinteraksi dalam memahami, 

melaksanakan dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak. 

Kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor di kantor bersama SAMSAT Muaro Jambi masih sangat 

rendah. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 8 April 2019. 

Peneliti menemukan bahwasanya wajib pajak tidak melakukan pembayarn pajak kendaraan bermotor mereka 

karena berbagai alasan. Adapun alasan wajib pajak antara lain seperti, kendaraan yang digunakan hanya dipakai 

di desa dan tidak dipakai ke kota sehingga tidak perlu membayar pajak[17]. Mereka juga beranggapan bahwa 

banyak orang yang sudah bayar pajak jadi mereka tidak perlu membayar pajak lagi. Masih banyak juga orang 

yang berkendara di jalan raya tetapi tidak membayar pajak sehingga mereka berpikir untuk apa membayar pajak.  

Pengetahuan perpajakan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua pada Kecamatan Jambi Luar Kota 

masi terbilang rendah. Hal ini sesuai dengan hasil dari tes berupa soal yang disebarkan oleh peneliti kepada 

beberapa orang wajib pajak, hasil yang diperoleh yaitu sebesar 43%. Hal tersebut juga berkaitan dengan tingkat 

kepatuhan wajib pajak yang masih terbilang rendah dengan persentase sebesar 36%. Rendahnya tingkat 

pengetahuan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua pada Kecamatan Jambi Luar kota disebabkan oleh 

beberapa faktor. Berdasarkan tes soal yang disebarkan diketahui bahwa sebagian wajib pajak tidak mengetahui 

besaran denda yang akan mereka tanggung jika telat dalam membayar pajak kendaraan bermotornya.  

Sanksi dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar aturan perpajakan[18]. Adapun sanksi yang 

dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar yaitu berupa pengenaan denda sesuai dengan pelanggaran yang 

dilakukan. Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor bersama SAMSAT Muaro Jambi pada tahun 2018 

jumlah kendaraan yang dikenakan denda sebanyak 5.366 unit. Jumlah penerimaan dari denda pajak yang 

dibayarkan dengan jumlah kendaraan tersebut maka diperoleh sebesar Rp. 289.448.300 secara keseluruhan. 

Pengenaan sanksi belum maksimal dilihat dari jumlah kendaraan yang sangat besar yang tidak melakukan 

kewajibannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Pemberian sanksi masih diabaikan oleh para wajib pajak 

karena denda yang dikenakan untuk kendaraan jenis motor hanya 25% dari PKB untuk waktu satu tahun.  

Dengan permasalahan diatas maka peneliti akan melakukan penelitian mengenai pengaruh kesadaran 

wajib pajak, pengetahuan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda 

dua pada kecamatan jambi luar kota. 

 

 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian ex post facto. Penelitian ex post facto adalah penelitian 

dengan melakukan penyelidikan secara empiris yang sistematik[19], dimana peneliti tidak mempunyai kontrol 

langsung terhadap variable-variabel bebas (independent variables), karena fenomenanya sukar dimanipulasi. 

Penelitian ini menggunakan ex post facto korelasi yang merupakan suatu penelitian yang melibatkan tindakan 
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pengumpulan data untuk menentukan ada tidaknya hubungan dan tingkatan hubungan antara dua atau lebih 

variabel. 

Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor roda dua yang tercatat pada kantor 

SAMSAT Muaro Jambi pada tahun 2018. Adapun jumlah populasi yang terdaftar di kantor bersama SAMSAT 

Muao Jambi pada tahun 2018 yaitu sebanyak 149.344 wajib pajak. Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel pada penelitian ini berjumlah 100 wajib pajak yang 

terdaftar di kantor bersama SAMSAT Muaro Jambi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah purposive sampling merupakan metodepenetapan responden untuk dijadikan sampel 

berdasarkan criteria-kriteria tertentu. 

Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan kuesioner. Kuesioner adalah suatu 

teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku dan 

karakteristik beberapa orang utama dalam organisasi, yang bias terpengaruh oleh system yang diajukan atau 

system yang sudah ada[20]. Peneliti menggunakan kuesioner tertutup dimana pertanyaan-pertanyaan yang 

diberikan kepada responden sudah dalam bentuk pilihan ganda. Keusioner jenis ini responden tidak diberikan 

kesempatan untuk mengeluarkan pendapat. Untuk mengukur variabel digunakan skala likert. 

Analisis data pada penelitian ini yaitu statistik deskriptif dan pengujian hipotesis. Analisis pengujian 

hipotesis digunakan menggunakan regresi linear berganda. Regresi berganda merupakan pengembangan dari 

regresi sederhana, yaitu sama-sama alat yang digunakan untuk melakukan prediksi permintaan dimasa yang akan 

datang, berdasarkan data masa lalu atau untuk mengetahui pengaruh satu atau lebih variabel bebas (independent) 

terhadap satu variabel tak bebas (dependent). Penerapan metode ini hanya terletak pada jumlah variabel bebas 

(independent) yang digunakan. Penerapan metode regresi berganda jumlah variabel bebas (independent) yang 

digunakan lebih dari satu yang mempengaruhi variabel tak bebas (dependent) diuji dengan program SPPS 21. 

 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Berikut hasil statistik deskriptif dari variabel pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan 

pajak dan sanksi perpajakan: 

 Untuk melakukan analisis data dari variabel kepatuhan wajib pajak menggunakan bantuan aplikasi 

SPSS versi 21. Berdasarkan analisis data maka diperoleh hasil sebagai berikut: 

 

Tabel 1. Deskriptif data variabel kepatuhan wajib pajak (Y) 

 N Minimum Maximum Mean  Std. Deviation 

Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 100 58 95 79,28 6,893 

Valid N (listwise) 100     

 

Dari tabel diatas dapat diketahui skor maximum 95, skor minimum 58, skor rata-rata dari data tersebut 

adalah 79.28, sedangkan standar deviasi dari data tersebut adalah 6.893. Untuk mengukur tinggi rendahnya 

variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan dengan tabel berikut: 

 

Tabel 2. Distribusi frekuensi variabel kepatuhan wajib pajak (Y) 

Interval Nilai F  Persentase (%) kategori 

77-95 68 68% Sangat Tinggi 

58-76 32 32% Tinggi 

39-57 0 0% Cukup 

20-38 0 0% Rendah  

1-19 0 0% Sangat Rendah 

Jumlah  100 100%  

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai frekuensi jawaban wajib pajak terhadap angket 

kepatuhan wajib pajak yang dikelompokkan kedalam lima kategori, yaitu; sangat tinggi sebanyak 68 responden 

(68%), tinggi sebanyak 32 responden (32%), cukup 0 responden (0%), rendah 0 responden (0%), sangat rendah 0 

responden (0%). Berdasarkan tabel diatas wajib pajak yang tercatat di kantor bersama SAMSAT Muaro Jambi 

memiliki kepatuhan pajak sebesar 68% dengan kategori sangat tinggi yang terletak pada interval 77 – 95. 

 Untuk melakukan analisis data dari variabel kesadaran wajib pajak menggunakan bantuan aplikasi 

SPSS versi 21. Berdasarkan analisis data maka diperoleh hasil sebagai berikut: 
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Tabel 3. Deskripsi data variabel kesadaran wajib pajak (X1) 

 N Minimum Maximum Mean  Std. Deviation 

kesadaran wajib pajak (X1) 100 57 90 75,22 6,447 

Valid N (listwise) 100     

 

Dari tabel tersebut dapat diketahui skor maximum 90, skor minimum 57, skor rata-rata dari data 

tersebut adalah 75.22, sedangkan standar deviasi dari data tersebut adalah 6.447. Untuk mengukur tinggi 

rendahnya variabel kesadaran wajib pajak dapat dijelaskan dengan tabel berikut: 

 

Tabe 4. Distribusi frekuensi variabel kesadaran wajib pajak (X1) 

Interval Nilai F  Persentase (%) kategori 

73-90 74 74% Sangat Tinggi 

55-72 26 26% Tinggi 

37-54 0 0% Cukup 

19-36 0 0% Rendah  

1-18 0 0% Sangat Rendah 

Jumlah  100 100%  

 

 Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai frekuensi jawaban wajib pajak terhadap angket 

kesadaran wajib pajak yang dikelompokkan kedalam lima kategori, yaitu; sangat tinggi sebanyak 74 responden 

(74%), tinggi sebanyak 26 responden (26%), cukup 0 responden (0%), rendah 0 responden (0%), sangat rendah 0 

responden (0%). Berdasarkan tabel diatas wajib pajak yang tercatat di kantor bersama SAMSAT Muaro Jambi 

memiliki kesadaran pajak sebesar 74% dengan kategori sangat tinggi yang terletak pada interval 73 – 90. 

 Untuk melakukan analisis data dari variabel pengetahuan pajak para wajib pajak menggunakan bantuan 

aplikasi SPSS versi 21. Berdasarkan analisis data maka diperoleh hasil sebagai berikut: 

 

Tabel 5. Deskripsi data variabel pengetahuan pajak (X2) 

 N Minimum Maximum Mean  Std. Deviation 

Pengetahuan Pajak (X2) 100 43 75 58,91 6,333 

Valid N (listwise) 100     

 

Dari tabel diatas dapat diketahui skor maximum 75, skor minimum 43, skor rata-rata dari data tersebut 

adalah 58.91, sedangkan standar deviasi dari data tersebut adalah 6.333. Untuk mengukur tinggi rendahnya 

variabel pengetahuan pajak dapat dijelaskan dengan tabel berikut: 

 

Tabel 6. Distribusi frekuensi variabel pengetahuan pajak (X2) 

Interval Nilai F  Persentase (%) kategori 

61-75 46 46% Sangat Tinggi 

46-60 53 53% Tinggi 

31-45 0 0% Cukup 

16-30 0 0% Rendah  

1-15 0 0% Sangat Rendah 

Jumlah  100 100%  

  

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai frekuensi jawaban wajib pajak terhadap angket 

pengetahuan pajak yang dikelompokkan kedalam lima kategori, yaitu; sangat tinggi sebanyak 46 responden 

(46%), tinggi sebanyak 53 responden (53%), cukup 1 responden (1%), rendah 0 responden (0%), sangat rendah 0 

responden (0%). Berdasarkan tabel diatas wajib pajak yang tercatat di kantor bersama SAMSAT Muaro Jambi 

memiliki pengetahuan pajak sebesar 53% dengan kategori tinggi yang terletak pada interval 46 – 60. 

 Untuk melakukan analisis data dari variabel sanksi perpajakan dengan menggunakan bantuan aplikasi 

SPSS versi 21. Berdasarkan analisis data maka diperoleh hasil sebagai berikut: 

 

Tabel 7. Deskripsi data variabel sanksi perpajakan (X3) 

 N Minimum Maximum Mean  Std. Deviation 

sanksi perpajakan (X3) 100 22 55 41,11 5,614 

Valid N (listwise) 100     

 

Dari tabel diatas dapat diketahui skor maximum 55, skor minimum 22, skor rata-rata dari data tersebut 

adalah 41.11, sedangkan standar deviasi dari data tersebut adalah 5.614. Untuk mengukur tinggi rendahnya 

variabel sanksi perpajakan dapat dijelaskan dengan tabel berikut: 
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Tabel 8. Distribusi frekuensi variabel sanksi perpajakan (X3) 

Interval Nilai F  Persentase (%) kategori 

45-55 28 28% Sangat Tinggi 

34-44 62 62% Tinggi 

23-33 9 9% Cukup 

12-22 1 1% Rendah  

1-11 0 0% Sangat Rendah 

Jumlah  100 100%  

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai frekuensi jawaban wajib pajak terhadap angket 

pengetahuan pajak yang dikelompokkan kedalam lima kategori, yaitu; sangat tinggi sebanyak 28 responden 

(28%), tinggi sebanyak 62 responden (62%), cukup 9 responden (9%), rendah 1 responden (1%), sangat rendah 0 

responden (0%). Berdasarkan tabel diatas wajib pajak yang tercatat di kantor bersama SAMSAT Muaro Jambi 

memiliki sanksi perpajakan sebesar 62% dengan kategori tinggi yang terletak pada interval 46 – 60. 

  

 Uji regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan 

pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dilihat nilai sig 0,000 < 0,05 artinya kesadaran 

wajib pajak, pengetahuan pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak atau variabel 

X1, X2, dan X3 berpengaruh terhadap Y. 

 

Tabel 9. Uji Regresi Linier Berganda. 

Coefficientsa 

Model  Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

 B Std. Error Beta  

1 (Constant) 39.558 9,073  4,360 ,000 

X1 ,185 ,098 ,173 1,893 ,061 

X2 ,471 ,100 ,433 4,735 ,000 

X3 -,058 ,108 -,039 -,441 ,660 

a. Dependent Variable: Y 

  

Berdasarkan tabel tersebut diperoleh Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 dengan nilai Y = 39,558 + 0,185 X1 

+ 0,471 X2 + -0,048 X3. Nilai t hitung untuk X1 atau kesadaran wajib pajak sebesar 1,893 < 1,984217 t tabel 

yang artinya tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk X2 diperoleh nilai t hitung sebesar 4,735 

> 1,984217 t tabel artinya pengetahuan wajib pajak berpengaruh secara signifikan dengan nilai sig 0,000 < 0,05 

terhadap variabel Y kepatuhan wajib pajak. Kemudian untuk X3 diperoleh nilai t hitung -0,441 < 1,984217 t 

tabel yang artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib 

pajak. Untuk nilai beta atau harga mutlak X1 diperoleh sebesar 0,173, X2 sebesar 0,433 dan X3 sebesar 0,39, 

maka dapat disimpulkan variabel yang paling berpengaruh ialah X2 sebesar 0,433 atau pengetahuan pajak 

terhadap variabel Y atau kepatuhan wajib pajak. 

 Dari hasil uji regresi linier berganda maka diperoleh nilai Fhitung sebesar 11,146 dan Ftabel 2,70. Nilai 

signifikan sebesar 0,000 < 0,05 yang artinya Ho ditolak dan Ha diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa 

terdapat pengaruh yang signifikan jika digabungkan antara variabel independen kesadaran wajib pajak, 

pengetahuan pajak dan sanksi perpajakan dengan variabel dependen kepatuhan wajib pajak secara bersama-

sama. 

 

Tabel 10. Koefisien Determinasi  

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 

1 ,508a ,258 ,235 6,029 2,123 

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1 

b. Dependent Variable: Y 

 

Koefisien determinasi (R2 ) antara kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak dan sanksi perpajakan 

adalah sebesar 0,508 dengan koefisien determinasi 0,258 (R Square). Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa 

variansi kepatuhan wajib pajak mampu dijelaskan oleh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak dan sanksi 

perpajakan. 
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4. KESIMPULAN 

Dengan pencarian melalui uji regresi linier berganda di peroleh hasil nilai Fhitung 11,146 > Ftabel 2,70. 

Dengan demikian dinyatakan secara bersama-sama variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak dan 

sanksi perpajakan berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan koefisien determinasi 

diperoleh pengaruh secara bermasa-sama antar kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak dan sanksi perpajakan 

terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 25,80% dan 74,20% sisanya dipengaruh oleh faktor lainnya. 
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